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Mintarti Cariga
Ada Broker KMS

& Sambungan Hal 13

kesulitan dalam membiayai
pendidikan dan kesehatan.

“Kalau hanya dimanfaat-
kan segelintir orang mam-
pu dan punya penghasilan
tetap, apa gunanya peme-
rintah memberikan indi-
kator-indikator penerima
KMS." tegasnya.

Dia berharap pada peme-
riniahan di bawah wali kota
vang terpilih dapat semakin
meratakan pendistribusian
KMS. Sehingga, tak ada lagi
warga kurang mampu yang
tercecer dari daftar KMS.
Selain itu, dia berharap
program pengeniasan ke-
miskinan dari Pemkot bisa
benar-benar berjalan efektif.
“Tak ada lagi kesenjangan

dan pembagian KMS vang
tidak merata,” tandasnya.
[Evaluasi

Ketua Komisi D DPRD
Kota Yogya, Agung Damar
Kusumandaru, mengaku
baru mendapatkan informa-
si mengenai pembagian KMS
vang tidak merata. Dia me-
nilai ada beberapa hal yang
periu diverifikasi dalam dis-
tribusi KMS terscbut.

“Seharusnya sebelum uji
publik dan verifikasi Dinas
Sosial bertemu dengan Ko-
misi D. Ada beberapa hal
yang keliru, dan kami akan
mengevaluasinya.” papar
Agung,

Dia juga menilai penang-
gulangan kemiskinan ini
juga belum berjalan efekiif.
Hal ini lantaran Berdasar-
kan catatan Badan Pusat
Statistik (BPS) jumiah warga
miskin mencapai 8.75 per-

sen. Hal ini lebih tinggl dari
target rencana pembangun-
an jangka menengah daerah
[RPJMD) 2016 yang menar-
getkan angka kemiskinan
mencapai 8.4 persen.

C kemis-
kinan kok belum berjalan.
apakah ada kegagalan? Ini
vang perlu kami evaluasi.”
jelas politikus PAN ini.

Dian Novitasari, anggota
Komisi D lainnya mengata-
kan, sejauh ini. KMS juga
perlu mendapatkan evalua-
si. Pasalwya. pemkot setiap
tahun ada pembaharuan
data dan verifikasi pada pe-
nerima kartu ini.

“Anggaran juga sudah di-
jamin melalul APBD (anggar-
an pendapatan dan belanja
dacrah) dan APBN (anggaran
pendapatan dan belanja ne-
gara). Namun, masih tinggi
angka kemiskinannya,” kata

Dian.

Menuruinya. dengan be-
berapa program pengentas-
an kemiskinan inf. namun
belum mampu menekan
angka kemiskinan, maka,
program ini harus dieveluasi
secara total. Selain evaluasi
program, peran Tim Koor-
dinasi Penanggulangan Ke-
miskinan (TKPK) patut juga
uniuk dievaluasi.

“Ekonomi kota mengalami
peningkatan, tapi jika warga
miskin tidak terberdayakan
berarti ada yvang kurang op-
timal,” ulas Dian.

Di sisi Jain, Indikator ke-
miskinan dinflal pertu dikafi
ulang. Termasuk, kalangan
dewan juga akan menelusuri
beberapa penyebab kemis-
kinan itu. Apakah karena
adanya faktor pengangguran
atau penyebab yang lainnya.
(ais]
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